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PRINSIP HUKUM KONTRAK TAHUN JAMAK DALAM PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH 
 
 
ABSTRAK 
 
 Kontrak Tahun Jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 
merupakan metode kontrak khusus untuk masa lebih dari satu tahun anggaran. 
Kontrak Tahun Jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan 
kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah untuk masa lebih dari 
satu tahun anggaran dalam sekali kontrak. Kontrak Tahun Jamak memungkinkan 
pelaksanaan kontrak pada tahun anggaran kedua dan tahun anggaran berikutnya 
berlangsung secara terus-menerus bergantung pada alokasi anggaran. Jenis 
kontrak ini merupakan alternatif dari rangkaian kontrak tahunan dimana item 
akhir diperoleh dalam satu tahun, dan secara relatif diakui dapat memberikan 
keuntungan bagi pemerintah melalui penghematan dan meningkatkan 
produktivitas kontraktor. Pada tahap prakontrak, terdapat syarat-syarat tertentu 
yang harus dipenuhi serta harus sesuai dengan prosedur pembentukan kontrak 
bagi efektivitas proses kontrak. Penggunaan Kontrak Tahun Jamak membutuhkan 
persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri 
Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, atau Kepala Daerah sesuai 
kewenangannya. 
 Isu terpenting dalam Kontrak Tahun Jamak adalah isu mengenai aspek 
ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah berkewajiban 
untuk menyediakan anggaran kontrak pada tahun anggaran berikutnya. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Indonesia, tidak 
terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai tanggung gugat 
pemerintah ketika lalai menyediakan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. 
Ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak kontraktor 
untuk menerima pembayaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
 Penelitian ini menggunakan empat macam pendekatan yaitu pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan 
perbandingan. Terdapat dua hasil dalam penelitian ini yaitu prinsip objektivitas 
dan prinsip kausalitas pada tahap pembentukan Kontrak Tahun Jamak serta 
prinsip tanggung gugat sentral badan hukum negara pada hubungan hukum 
Kontrak Tahun Jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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